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I.  Pendahuluan  
 
 Salam Restorasi – salam perubahan Indonesia ! 
Laporan Tahunan 2014 tentang kegiatan saya, Prananda Surya Paloh anggota no 3 DPR RI adalah 
sebuah bentuk pertanggung jawaban dan transparansi tentang apa yang saya kerjakan sebagai 
tugas konstitusional saya.  
 
 Ini bukan hal yang baru, namun juga bisa dikatakan ini hal yang sangat jarang dilakukan 
oleh para legislator di Indonesia. Sementara saya setidaknya memandang bahwa kita sebagai 
legislator mempunyai pertanggung jawaban terhadap public dan untuk itu public harus dapat 
mengakses informasi mengenai aktifitas kita terkait dengan tugas legislator. Untuk itu saya 
memutuskan untuk melakukan pembuatan Laporan Tahunan 2014 sebagai tradisi transparansi 
dan demokrasi di Indonesia. Ini akan disampaikan kepada Partai, DPR, MPR, Kepala Negara dan 
juga kepada Publik dalam bentuk PDF.  
 
 Pada bidang Politik, harus diakui belum banyak yang bisa dikerjakan menunggu konflik 
politik mereda di DPR. Ini cukup lama dan praktis melumpuhkan fungsi legislasi formal DPR. Ini 
terbilang baru dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, dimana DPR terpecah menjadi dua kubu 
besar dan satu partai penyeimbang. Namun sekarang  Alhamdulillah semenjak pertengahan 
November 2014 sudah mulai mencair dan sekarang dibuka permulaan baru yang menjanjikan.   
 
 Pada bidang Koalisi, saya ingin menggaris bawahi bahwa koalisi yang dibangun sangat solid 
dan Alhamdulillah mendapat legitimasi kuat dari publik. Meskipun demikian, adalah bijaksana jika 
kehidupan berparlemen tidak disertai dengan dikotomi kekuasaan yang sempit dan hegemoni 
yang tak bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Partai-partai seharusnya menjadi mitra 
sanding ketimbang lawan tanding. Pertandingan kita sudah usai dan seharusnya partai-partai 
darimanapun juga mampu mengawal kontrak sosial utama dari Kepala Negara kepada rakyat dan 
tugas konstitusional kita untuk mengawasinya bersama.  
 
 Pada bidang Pembangunan, saya ingin melakukan perkuatan pada bidang pertahanan dan 
hubungan luar negeri yang semoga berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. 
Internasional tidak saya pandang sebagai ancaman, sebaliknya mereka adalah kesempatan. 
Dimana jika kita mampu melolanya dengan baik, maka Insya Allah kita bisa melakukan kerjasama 
positif bagi semua pihak. Untuk itu peran legislatif sangat penting dan ini yang menjadi tugas saya 
bersama rekan-rekan politisi di Komisi I serta kementrian terkait.  
 
 Terakhir saya ingin menekankan pada Sistem. Legislator bagi saya bukanlah semata 
perorangan, namun sebuah kinerja dari sebuah sistem. Untuk itu saya membutuhkan sebuah tim 
kerja yang memiliki metode kerja terbaik dan profesional. Sekarang jumlah team yang mendukung 
saya adalah 6 orang dimana sebagian masih saya gaji dari uang saya pribadi. Ini saya lakukan 
untuk mendapatkan hasil yang optimum dari masa jabatan saya, dengan menerapkan manajemen 
yang punya kapasitas dalam mendukung semua visi, kebijakan dan strategi saya dalam 
menjalankan tugas keparlemenan saya.  
 
 Demikian dari saya, selamat membaca laporan tahunan ini.   
 
Terimakasih, Salam Hangat. 
 
Prananda Surya Paloh 
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II. Agenda Kegiatan Politik  
 

Oktober 2014 

   1 
RAPAT 
PARIPURNA DPR 
RI KE-1 dan 2 

2 3 4 

5 
 

6 7 8 9 10 11 

12 
 

13 14 15 16 17 18 

19 
 

20 21 22 
Sidang Paripurna 
Penetapan 
anggota fraksi di 
AKD. 
Rapat Tim MP 
membahas 
strategi pada 
masa reses di 
daerah pemilihan 

23 
 

24 25 

26 
 

27 28 29 
Rapat darurat 
koalisi Indonesia 
Hebat 

30 31  

 

 

November 2014 

      1 

2 3 4 
Rapat paripurna 
Koalisi Indonesia 
hebat. 

5 6 7 8 

9 10 11 12 13 
Rapat sosialisasi 
MPR 

14 15 

16 17 18 
Seminar 
mengenai SLOC 
(diwakilkan Jasin 
dan Piebo) 

19 20 21 22 

23 24 
RDPU Komisi 1 
mengenai poros 
maritim dunia 
pemerintahan 
Jokowi-JK 

25 
Pertemuan 
antara Badan 
Kerjasama Antar-
Parlemen dengan 
Parlemen 
Myanmar dan 
OECD. 

26 27 28 29 

30       
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Desember 2014 

 1 
Kunjungan 
Kerja Komisi 
1 ke 
Lembaga 
Sensor Film 
dan Komisi 
Penyiaran 
Indonesia  

2 3 4 
Rapat komisi 
1 
menyambut 
delegasi dari 
Kongres 
Rakyat 
Nasional 
RRT 

5  
Rapat 
Paripurna 
pengesahan 
revisi UU 
MD3 dan 
penutupan 
masa sidang 
pertama 

6 

7 8 9 10 11  
Reses 
(Sosialisasi 
MPR dan 
kunjungan 
ke Dapil) 

12 
Reses 
(Kegiatan di 
PSP Center 
dan 
kunjungan 
ke Dapil) 

13 
Reses 
(Sosialisasi 
MPR) 

14 15 
Reses 
(Wawancara 
dengan 
media 
setempat 
dan 
bertemu 
mahasiswa) 

16 
Reses 
(Kunjungan 
ke Dapil) 

17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
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III. Laporan Rapat Kerja 

 

a. Rapat dengar pendapat umum  

RDPU antara komisi 1 dengan beberapa pakar terkait konsep Poros Maritim 

Dunia Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla 

Rapat diselenggarakan tanggal 24 November 2014 di ruang komisi 1 gedung 

Nusantara II lantai 2 kompleks DPR RI, Senayan. Para pakar yang diundang adalah 

Ichsanudin Noorsy, Hikmahanto Juwana, Y. Paonganan, dan Agus Suhartono. (detail 

terlampir) 

b. Rapat BKSAP - Myanmar 

Rapat BKSAP dengan Delegasi Parlemen Myanmar 

Rapat diselenggarakan di gedung nusantara 3 lantai 4 pada tanggal 25 November 

2014. Rapat membahas pengalaman Indonesia terkait penataan hubungan sipil dan 

militer pasca reformasi. (Detail terlampir) 

c. Rapat komisi 1 - Spanyol 

Rapat Komisi I dengan delegasi Parlemen Spanyol 3 Desember 2014. 

Rapat ini dilangsungkan di Nusantara 2 ruang rapat Mahkemah kehormatan dewan. 

Pertemuan dengan delegasi parlemen Spanyol tersebut membahas peningkatan 

hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Spanyol.  

d. Rapat komisi 1 - RRT 

Rapat Komisi I dengan delegasi Konggres Rakyat Nasional RRT 4 Desember 2014.  

Rapat ini dilangsungkan di ruang Mahkamah Kehormatan Dewan Gedung 

Nusantara 2 DPR RI. Rapat ini membahas peningkatan hubungan kerjasama antar 

kedua negara terutama di bidang Ekonomi dan Geopolitik. Rapat ini kemudian 

dilanjutkan dengan jamuan makan malam Parlemen RRT di Hotel Mulia Jakarta. 
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Keterangan Gambar 

1. Penyerahan tanda mata dari Parlemen Tiongkok kepada Komisi 1 DPR RI (Kiri atas) 

2. Komisi 1 DPR RI menerima paper dari Parlemen Tiongkok (Kanan atas) 

3. Suasana pertemuan antara Komisi 1 dengan Parlemen Tiongkok (Kanan bawah) 

4. Suasana Tanya jawab antara Komisi 1 dengan Parlemen Tiongkok (Kiri bawah) 

Foto 1. Parlemen RRT 
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IV. Kunjungan Kerja Komisi  
 

Kunjungan kerja komisi 1 dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2014 dengan mengunjungi 

Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia. Agenda kunjungan tersebut untuk 

melakukan koordinasi awal antara komisi 1 dengan mitra kerja yaitu LSF dan KPI.  

 Kunjungan Komisi 1 ke Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran juga dimaksudkan 

untuk mendengar pendapat LSF dan KPI terkait revisi UU Perfilman dan UU Penyiaran. Dalam 

kesempatan tersebut KPI juga menyerahkan draft usulan mereka terkait revisi UU Penyiaran.  

 

 

Rombongan 

Komisi 1 tiba 

di Kantor 

Lembaga 

Sensor Film 

Rapat   

Komisi 1 

dengan 

Komisi 

Penyiaran 

Rombongan 

Komisi 1 tiba 

di Kantor 

Komisi 

Penyiaran 

Foto 2. KPI 
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V. Laporan Kegiatan Reses; Sosialisasi – RDP – Penyerapan Aspirasi 
 

 Reses dimulai dari tanggal 11 Desember 2014 sampai 16 Desember 2014 di Daerah 

Pemilihan Sumatera Utara I. Agenda reses adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah 

pemilihan dan melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan.  

 Reses pada tanggal 11 Desember 2014 dimulai dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan 

di SD Santo Yoseph, Medan dilanjutkan dengan kunjungan ke daerah pemilihan yaitu Desa Loknya, 

Sibolangit dan Rumah Pil-pil, Sibolangit dalam rangka penyerapan aspirasi. Kegiatan kemudian 

dilanjutkan pada tanggal 12 Desember 2014 dengan diawali oleh kegiatan di PSP Center dengan 

menemui balita penderita Hydrosepalus bernama Albar dan bertemu Ibu Mita untuk menerima 

laporan terkait pelayanan BPJS untuk diteruskan langsung kepada Presiden Joko Widodo. 

 Setelah kegiatan di PSP Center, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Hamparan 

Perak, Deli Serdang dan Desa Tandem Hilir untuk penyerapan aspirasi. Reses pada tanggal 13 

Desember 2014 mengagendakan sosialisasi MPR pada tokoh masyarakat di Hotel Menara Lexus, 

Kota Medan. 

 Agenda reses selanjutnya adalah wawancara dengan Radio La Femme dan bertemu 

dengan relawan turun  tangan pada tanggal 15 Desember 2014. Reses kemudian ditutup dengan 

kunjungan ke Desa Tembung, Kecamatan Percut Setuan dalam rangka penyerapan aspirasi. 

 Berikut adalah Laporan untuk MPR dan DPR RI tentang kegiatan reses ini terkait dengan 

sosialiasi, rapat dengar pendapat, pertemuan masyarakat dan penyerapan aspirasi masyarakat 

sebagai bahan untuk melakukan tugas konstitusional legislasi di DPR. 

Kemudian dilampirkan sejumlah foto foto di lapangan pada kurun waktu reses ini. 
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a. Laporan RDP Reses tentang Pancasila 
 

LAPORAN KEGIATAN 
DENGAR PENDAPAT DENGAN MASYARAKAT 

TENTANG 
PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN 

REPUBLIK INDONESIA, DAN  
BHINNEKA TUNGGAL IKA 

TAHUN 2014 
 

A. PENDAHULUAN 

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. 

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 

negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD, MPR, mempunyai tugas: 

a. Memasyarakatkan ketetapan MPR; 

b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, serta pelaksanaannya; dan 

d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR berkewajiban melaksanakan 

sosialisasi kepada masyarakat yang salah kegiatannya adalah dengar pendapat dengan 

masyarakat di daerah pemilihannya. 

Kegiatan dengar pendapat yang dilakukan oleh setiap Anggota MPR dengan masyarakat, 

merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar Anggota MPR lebih dekat dengan 

masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat 

mengenai pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

B. DASAR HUKUM 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

c. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia. 

C. TUJUAN 

1. Untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan  Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat; 
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2. Lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komukasi antara 

masyarakat dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

 

Dalam hal memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila, terdapat tujuan-tujuan yang 
harus dicapai, yaitu: 

 
a. Ketuhanan; Ketuhanan yang lapang dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan 

mengucilkan. 

b. Kemanusiaan; Kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, bukan kemanusiaan yang 

menjajah, menindas, dan memeras/eksploitatif. 

 

c. Persatuan; Persatuan yang menghargai perbedaan, bukan persatuan yang meniadakan perbedaan. 

Karena bangsa Indonesia direkat dengan rasa, bukan paksa *red. 

 

d. Demokrasi; Demokrasi yang mengembangkan semangat musyawarah mufakat, bukan demokrasi 

yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-modal. 

 

e. Keadilan; Keadilan yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan 

semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, dan 

bukan pula yang mengekang kebebasan individu; Kebebasan yang bertanggung jawab. 

 

Dalam hal memasyarakatkan dan membudayakan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai, yaitu: 

 
a) Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral dalam 

kehidupan benegara dan bermasyarakat. 

b) Terwujudnya Persatuan Nasional yang kokoh. 

c) Terwujudnya Penyelenggaraan negara yang mampu mengakomodasi segala bentuk kemajemukan 

dan perbedaan. 

d) Tegaknya hukum yang didasarkan atas prinsip kebenaran, keadilan, kesetaraan, manfaat, 

ketertiban, dan kepastian hukum. 

e) Membaiknya perekonomian nasional dan semakin kecilnya tingkat kesenjangan sosial. 

f) Terwujudnya Sistem politik yang Demokratis. 

g) Terwujudnya Peralihan kekuasaan yang berlangsung secara demokratis, tertib, dan damai. 

h) Terwujudnya Demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat. 

i) Terselenggaranya otonomi daerah secara adil sehingga daerah memiliki kewenangan untuk 

mengelola daerahnya sendiri tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan nasional. 
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j) Meningkatnya rasa kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap pemerintah dalam 

menyelenggarakan negara. 

D. PELAKSANAAN 

1. Nama Instansi/ : SD Santo Yosep/ SUMUT I 

Organisasi/Dapil 

2. Provinsi/Kab./Kota : Sumatera Utara/ Kota Medan 

3. Tempat Pelaksanaan : SD Santo Yosep, Jl. Pemuda No. 3 Medan 

4. Tanggal Pelaksanaan : 11 Desember 2014 

5. Narasumber Anggota : Prananda Surya Paloh 

6. Jumlah Peserta : 100 (seratus) orang 

E. PERTANYAAN PESERTA 

Pertanyaan peserta berkisar hal hal yang paling mendasar dan sederhana, ini mengingat kapasitas 

anak anak masih terbatas namun dengan rasa ingin tahu yang tinggi.  

F. MASUKAN DAN SARAN 

Program ini harus dilaksanakan secara rutin dan melibatkan sebanyak mungkin pemangku adat dan 

insttusi pendidikan sebagai stake holder sublimasi nilai nilai Pancasila 

G. PENUTUP 

Dengan terlaksananya kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat diharapkan 

sebagai umpan balik bagi anggota dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,sehingga dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Demikian laporan kegiatan ini dibuat dengan harapan laporan ini dapat memberikan 

gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat. 

Medan, 12 Desember 2014 

Anggota MPR RI, 

 

   Prananda Surya Paloh 
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LAMPIRAN: 

 

Foto 3. Sosialisasi Kebangsaan SD Santo Yoseph 
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b. Laporan RDP Reses II 
 

LAPORAN KEGIATAN 
DENGAR PENDAPAT DENGAN MASYARAKAT 

TENTANG 
PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN 

REPUBLIK INDONESIA, DAN  
BHINNEKA TUNGGAL IKA 

TAHUN 2014 
 

A. PENDAHULUAN 

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. 
MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 
negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD, MPR, mempunyai tugas: 

a.     Memasyarakatkan ketetapan MPR; 
b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 
c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, serta pelaksanaannya; dan 
d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR berkewajiban melaksanakan 
sosialisasi kepada masyarakat yang salah kegiatannya adalah dengar pendapat dengan 
masyarakat di daerah pemilihannya. 

Kegiatan dengar pendapat yang dilakukan oleh setiap Anggota MPR dengan masyarakat, 
merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar Anggota MPR lebih dekat dengan 
masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat 
mengenai pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

B. DASAR HUKUM 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 
c. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia. 

C. TUJUAN 

1. Untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan  Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat; 

2. Lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komukasi antara 
masyarakat dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Dalam hal memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila, terdapat tujuan-tujuan yang 
harus dicapai, yaitu: 
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a.  Ketuhanan; Ketuhanan yang lapang dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang 

dan mengucilkan. 

b. Kemanusiaan; Kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, bukan kemanusiaan yang 
menjajah, menindas, dan memeras/eksploitatif. 

 
c. Persatuan; Persatuan yang menghargai perbedaan, bukan persatuan yang meniadakan 

perbedaan. Karena bangsa Indonesia direkat dengan rasa, bukan paksa *red. 
 

d. Demokrasi; Demokrasi yang mengembangkan semangat musyawarah mufakat, bukan 
demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-modal. 
 

e. Keadilan; Keadilan yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi 
dengan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-
kapitalisme, dan bukan pula yang mengekang kebebasan individu; Kebebasan yang 
bertanggung jawab. 
 

Dalam hal memasyarakatkan dan membudayakan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai, yaitu: 

a) Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan 
moral dalam kehidupan benegara dan bermasyarakat. 

b) Terwujudnya Persatuan Nasional yang kokoh. 

c) Terwujudnya Penyelenggaraan negara yang mampu mengakomodasi segala bentuk 
kemajemukan dan perbedaan. 

d) Tegaknya hukum yang didasarkan atas prinsip kebenaran, keadilan, kesetaraan, manfaat, 
ketertiban, dan kepastian hukum. 

e) Membaiknya perekonomian nasional dan semakin kecilnya tingkat kesenjangan sosial. 

f) Terwujudnya Sistem politik yang Demokratis. 

g) Terwujudnya Peralihan kekuasaan yang berlangsung secara demokratis, tertib, dan damai. 

h) Terwujudnya Demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat. 

i) Terselenggaranya otonomi daerah secara adil sehingga daerah memiliki kewenangan 
untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan nasional. 

j) Meningkatnya rasa kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap pemerintah dalam 
menyelenggarakan negara. 

D. PELAKSANAAN 

1. Nama Instansi/ : Politeknik Unggul LP3M Medan  
    SUMUT I Organisasi/Dapil 
2. Provinsi/Kab./Kota : Sumatera Utara/ Kota Medan 
3. Tempat Pelaksanaan : Café Menara Lexus, 
   Jl. Sisingamangaraja No. 127 Medan  
4. Tanggal Pelaksanaan : 8 Desember 2014 
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5. Narasumber Anggota : Prananda Surya Paloh, Ganda Manurung, 
   Zulhamdani Napitupulu, dan King Anderson Jr 
6. Jumlah Peserta : 140 (seratus) orang 
 

E. PERTANYAAN PESERTA 

1. Apa keadilan terhadap Masyarakat dan umat beragama pada zaman Sekarang ? 
2. Mengapa Penegakan Hukum di Negara kita masih sangat kurang ?  
3. Mengapa BBM harus pada saat ini harus dinaikan ?   
4. Kenapa masih terjadi perbedaan perlakuan terhadap agama dan suku tertentu pada 

Negara kita ?   
 

F. MASUKAN DAN SARAN 

Masukan dan saran yang diberikan pada saat acara sosialisasi penyampaian 4 Pilar 
Kebangsaaan pada saat di Café Menara Lexus adalah pada zaman ini urgensi untuk 
melaksanakan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada masyarakat agar masyarakat bias lebih 
memahami arti dari 4 Pilar Kebangsaan, perlu juga mensosialisasikanapa undang-undang yang 
berhubungan dengan masyarakat, kenaikan BBM juga perlu dijelaskan keapada masyarakat 
kenapa terjadi, begitu juga dengan sosialisasi arti dari Bhineka Tunggal Ika Kepada Masyarakat 
agar masyarakat tidak ada lagi perpecahan dan konflik atas dasar perbedaan. 

 

G. PENUTUP 

Dengan terlaksananya kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat diharapkan 
sebagai umpan balik bagi anggota dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,sehingga dapat diimplementasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Demikian laporan kegiatan ini dibuat dengan harapan laporan ini dapat memberikan 
gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat. 

Medan, 10 Desember 2014 

Anggota MPR RI,   

 

Prananda Surya Paloh 
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LAMPIRAN: 

 Dokumentasi kegiatan 
 

 

Foto 4. Narasumber menyampaikan materi sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika 

 

 

Foto 5. Moderator membuka sesi tanya jawab 
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Foto 6. Mahasiswa memberikan pertanyaan kepada Narasumber 

 

 

Foto 7. Foto bersama dengan peserta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan 
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 Dokumentasi Reses 

 

 

Foto 8 - Penyerapan Aspirasi Sibolangit 

 

 

Foto 9 - Sosialiasi dan Penyerapan aspirasi di Radio LaFemme 

 

 

Foto 10 - Diskusi di rumah aspirasi PSP Center bersama Komunitas Turun Tangan 
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c. Laporan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Kunjungan Kerja 

Perseorangan Fraksi Partai NasDem Masa Persidangan I Tahun 2014-

2015 
 

 

 

 

 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA 

PERSEORANGAN FRAKSI PARTAI NASDEM  
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MASA PERSIDANGAN I 

 

 

TAHUN 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANANDA SURYA PALOH 

ANGGOTA DPR / MPR RI 

NO. ANGGOTA: A – 03 

 

 

 

 

Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia 

2014 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Kunjungan Kerja 

 Berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib BAB II tentang 

Susunan dan Kedudukan serta Fungsi, Wewenang, dan Tugas Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban 

Anggota Pasal 12 Anggota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui 

kunjungan kerja secara berkala dan BAB XIII tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi 

Masyarakat Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 211 ayat 1, 2 dan 3 mengenai kunjungan 

kerja ke daerah pemilihan pada masa reses. Selain itu, berdasarkan surat tugas No: 

A3/D/KUNKER RESES/DEWAN/2014 dan No: F-NasDem.034/DPR-RI/XII/2014 tentang 

pelaksanaan Kunjungan Kerja Perseorangan dan pelaksanaan tugas kunjungan kerja 

perseorangan, kami melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Daerah Pemilihan Sumatera 

Utara I (Dapil SUMUT I). 

B. Ruang Lingkup 

 Kunjungan Kerja pertama yang dilakukan pada masa persidangan 2014-2015 ini 

terkonsentrasi pada titik-titik pendulang suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif 2014 (Pileg 

2014), yaitu pada Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Medan.  

 Pada kesempatan yang pertama ini, kami dengan terbuka membuka untuk umum kantor 

aspirasi PSP Center yang terletak di Kota Medan menjadi pusat kegiatan penyerapan aspirasi di 

Daerah Pemilihan I (DAPIL I) Sumatera Utara. Hal ini guna memaksimalkan proses penyerapan 

dan masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya kapanpun. Selain itu, pada Kunker pertama ini, 

antusiasme konstituen dirasakan sangat besar di berbagai sosial media, sehingga kegiatan utama 

dilakukan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sebagai ibukota dan penyangga ibukota 

Provinsi Sumatera Utara. Penyerapan aspirasi ditargetkan pada pemilih, kader partai yang duduk 

di DPRD Kabupaten/Kota, kader partai, dan mahasiswa. Pentingnya keselarasan antara rakyat 

dan wakil-wakilnya harus terus dijaga guna meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses politik 

nasional maupun lokal. Penjelasan-penjelasan mengenai ruang lingkup kerja, visi Restorasi 

Indonesia, fungsi, dan kegiatan keanggotaan menjadi awal sosialisasi dimana masyarakat dapat 

memahami hal-hal berikut. Peningkatan pengetahuan dan perluasan informasi mengenai 

keanggotaan dewan menjadi salah satu tujuan dari Reses Dapil kali ini. Penyaluran aspirasi 

secara menyeluruh dan terstruktur diharapkan dapat tercapai agar gerbang informasi baik dari 

masyarakat ke PSP Center maupun sebaliknya. 

 Dalam kunjungan kerja ini juga dilakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang dihadiri oleh 

167 siswa SD Santo Yosep. Antusiasme siswa dalam mendengarkan dan menjawab berbagai 

pertanyaan membangun semangat untuk terus mendalami dan memahami Pancasila sebagai 

cara hidup, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, Undang-Undang Dasar 
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(UUD) sebagai landasan hukum (konstitusi), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu 

Bangsa. 

 Kunjungan dilaksanakan di dua kecamatan pada Kabupaten Deli Serdang dengan 

penduduk terbesar dan terletak jauh dari pusat pemerintahan Kabubaten, yaitu Kecamatan 

Sibolangit dan Kecamatan Sibiru-biru. Selain itu, kegiatan utama yang dilakukan di Kota Medan 

adalah bertemu dengan anak pengidap Hydrocepalus, bertemu dengan Tokoh Perempuan, dan 

pemuda yang bergerak dalam Komunitas Turun Tangan di PSP Center. Pertemuan juga dilakukan 

dengan mahasiswa dan juga pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sumut. 

Penyerapan aspirasi dilakukan mulai dari petani, pemuda (Turun Tangan Medan), mahasiswa 

(LP3EM), ibu-ibu pedagang, tokoh masyarakat, Kepala Desa, Camat, Anggota DPRD dari Partai 

NasDem dan Walikota terkait dengan pembangunan dan keluhan-keluhan yang ada di Daerah 

Pemilihan. 

C. Jadwal Kegiatan 

 12 Desember – 20 Desember 2014 (Terlampir) 

 

II. ISI LAPORAN 

 

A. Identifikasi Masalah/Data 

 Kedatangan Prananda Surya Paloh disambut antusias oleh konstituen yang 

mengharapkan perubahan. Penyerapan aspirasi rakyat masih berkutat pada masalah dasar 

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi negara, baik dokumen negara (KTP, KK, 

maupun Kartu Pintar, Kartu Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera), infrastruktur, pertanahan, kenaikan 

harga BBM, hingga Masyarakat Ekonomi ASEAN. Permasalahan klasik yang didominasi dari 

absennya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menyebabkan keluhan-keluhan 

yang diterima tidak dapat langsung ditanggulangi. Meskipun demikian, keberadaan Camat dan 

Anggota DPRD dari Partai Nasdem pada setiap pertemuan yang dilangsungkan di Kabupaten Deli 

Serdang dapat ditindaklanjuti dengan segera. 

 Guna memetakan permasalahan di atas, masalah dikelompokkan berdasarkan bentuk 

wilayah, pedesaan dan perkotaan. Perbedaan pandangan mengenai apa yang dianggap masalah 

menjadi landasan pengelompokkan ini. Hal ini digunakan agar dapat dengan mudah memahami 

dengan jernih konteks permasalahan yang terjadi di Daerah Pemilihan yang mempunyai dua 

Kabupaten dan dua Kotamadya. 

1. Pedesaan 

 Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan di delapan desa di Kabupaten Deli 

Serdang yang tersebar di dua kecamatan (Kecamatan Sibolangit dan Kecamatan Sibiru-biru). 
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Serapan aspirasi yang disampaikan masyarakat yang umumnya petani adalah permasalahan 

infrastruktur (jalan, jembatan, dan irigasi) dan pertanahan yang menjadi masalah dominan di 

Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai penduduk terbanyak 

dengan wilayah yang cukup luas. Dengan lahan tani yang sangat minim, para petani alih profesi 

menjadi buruh tani dimana mereka hanya akan mendapatkan upah dari bekerja di lahan milik 

perorangan maupun perusahaan yang tersebar di Sumatera Utara. Hal ini sangat menonjol di 

Kecamatan Sibiru-biru khususnya. Di lain pihak, para petani kopi yang berada di Kecamatan 

Sibolangit mengeluhkan merosotnya harga kopi di pasar pada saat panen raya. 

2. Perkotaan 

 Masyarakat, pemuda, dan mahasiswa di Kota Medan mempertanyakan beberapa 

kebijakan pemerintah baru, seperti Kartu Sakti Jokowi, kenaikan harga BBM, Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA), dan perhatian terhadap pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber 

Daya Alam (SDA) yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Tiga topik ini menjadi 

kerisauan kalangan masyarakat perkotaan dimana ketidakjelasan data yang menjadi masalah 

pada masyarakat yang berhak dan tidak berhak mendapatkan Kartu Sakti Jokowi. Permasalahan 

kartu ini dilihat sebagai sebuah polemik yang tidak berkesudahan, dimana pemerintah dilihat 

hanya memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM. 

 Selain itu, pengalihan subsidi BBM ke sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, Kartu 

Sakit, perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi tagihan dari masyarakat, khususnya 

mahasiswa. Mahasiswa juga menyoroti pentingnya penguatan dan pemberdayaan pemuda untuk 

dapat bersaing dalam MEA yang akan mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang. Kekhawatiran 

ini disambut baik mengingat ruang lingkup kerja pada Komisi I yang membidangi Hubungan Luar 

Negeri dimana pentingnya menyiapkan seluruh aspek pertahanan, perekonomian, dan 

kebudayaan dalam Komunitas ASEAN 2015. 

 Bonus demografi yang dihadapi oleh Indonesia pada 10-20 tahun mendatang menjadi 

tantangan tersendiri bagi pengembangan SDM di Indonesia. Perhatian mahasiswa tertuju pada 

investasi SDM untuk dapat menghadapi berbagai tantangan (termasuk MEA) untuk 

memaksimalkan SDA yang sudah tidak dapat disebut melimpah lagi. Hal ini menyebabkan 

pentingnya peranan negara dalam melihat pemuda sebagai aset bangsa yang harus terus 

diperhatikan. 

B. Pembahasan  

1. Pedesaan 

 Perlunya elaborasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelesaian sengketa tanah, 

pembangunan infrastruktur, dan pembukaan lapangan pekerjaan yang baru telah diterima dengan 

baik dan langsung juga disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk 

dikawal dan ditindaklanjuti.  
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 Selain itu, sektor pertanian masih menjadi sektor utama penopang perekonomian di 

Kabupaten Deli Serdang. Perhatian terhadap petani dan buruh tani diharapkan dapat 

menyelesaikan berbagai masalah yang telah menyebabkan kemunduran dan kemiskinan 

menjangkiti. Alih teknologi dan penyediaan pendampingan untuk memaksimalkan lahan, bibit, 

pupuk, dan teknologi untuk meningkatkan penghasilan dan pengetahuan para petani dan buruh 

tani menjadi sorotan utama. Mimpi swasembada pangan hanya tinggal mimpi jika kita tidak 

berpihak kepada para petani dan mengangkat buruh tani menjadi petani di tanahnya sendiri. 

 Untuk masalah pertanahan yang telah sejak lama dihadapi oleh masyarakat Deli Serdang 

khususnya, dan menjadi isu paling hangat pada setiap Pilkada Sumut, perlu adanya ketegasan 

dan kesiapan dari pemerintah untuk dengan segera menyelesaikan masalah yang tak kunjung 

selesai ini. Hak Guna Usaha (HGU) yang didominasi oleh Perseroan Terbatas Perkebunan 

Nusantara (PTPN) dan Perusahaan Swasta menjadikan petani tidak mendapatkan akses lahan 

yang cukup karena sulitnya bersaing dengan dua kekuatan dominan tersebut. Keberpihakan 

pemerintah diharapkan dapat memberikan sedikit ruang untuk melakukan distribusi kekayaan 

melalui memberikan nilai sewa yang dapat diakses oleh kelompok tani yang tersebar di Sumatera 

Utara khususnya. 

2. Perkotaan 

 Perhatian masyarakat yang cukup tinggi terhadap kenaikan harga BBM, Kartu Sakti 

Jokowi, MEA, dan pengembangan SDM dan SDA yang ada tampak sangat rasional dengan 

keadaan dewasa ini. Kenaikan harga BBM memang sangat dirasakan rakyat, khususnya 

masyarakat perkotaan pengguna kendaraan pribadi untuk aktivitasnya sehari-hari, namun 

kenaikan ini juga mempunyai aspek rasionalitas sendiri dimana perubahan status dari pengekspor 

menjadi pengimpor minyak seharusnya dapat mengubah pola pikir kita. Hal ini signifikan karena 

pada masa Pemerintahan Soeharto, Indonesia menjadi salah satu pengekspor minyak dunia, 

namun hari ini kita harus menutupi kekurangan dari konsumsi nasional. Tercatat hingga 

September 2014 produksi minyak kita hanya mencapai 840.000 barrel per hari sedangkan 

konsumsi justru menembus angka 1.448.000 barrel per hari.  

 Perhatian masyarakat juga tertuju pada kemana aliran dana pengalihan subsidi BBM yang 

akan disalurkan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan Kartu Sakti Jokowi yang juga menjadi 

perhatian masyarakat. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengalihan arah subsidi ini pada sektor 

produktif harus pada tempatnya. Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas 

pemerintah harus terus diawasi arah pembangunannya, agar tidak terjadi pembangunan yang 

tidak berkelanjutan dan tumpang tindih pembangunan seperti halnya yang terjadi dewasa ini. 

Pemerataan pembangunan, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tinggi 

menjadi arah pengalihan subsidi dan harus terus dilakukan pengawasan terhadap alokasi 

anggaran oleh DPR. 



Laporan Pertanggung jawaban Politik Tahun 2014 - Prananda Surya Paloh 

 

24 | P a g e  

 Untuk menghadapi MEA dan pengembangan SDM unggul yang dapat bersaing di tingkat 

internasional, kita masih menghadapi banyak ketidaksiapan dan permasalahan domestik yang 

harus segala diselesaikan. Munculnya kekhawatiran ini dari mahasiswa merupakan hal yang 

sangat wajar, negara tampak membiarkan dan tidak melakukan akselerasi untuk mengejar 

ketertinggalan dari negara tetangga. Persaingan ekonomi hari ini masih didominasi oleh Jakarta, 

namun dalam waktu dekat Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok dapat mendominasi pasar 

Indonesia yang dikenal cukup besar dan konsumtif. Elaborasi dari semua elemen masyarakat 

untuk terus meningkatkan daya saing menjadi sangat penting. Kementerian-kementerian terkait 

(Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar 

Negeri, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, dan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga) bersama DPR dan lembaga-lembaga penelitian harus 

mengeluarkan suatu kebijakan strategis untuk melakukan sosialisasi seluas-luasnya mengenai 

MEA dan memberikan peningkatan daya saing bagi pemuda. 

 

III. KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil kunjungan di atas, perlu rasanya akselerasi kerja nyata dari baik 

Anggota DPR secara individu, maupun Lembaga DPR secara kolektif kolegial untuk mempercepat 

agenda pembangunan yang merata di seluruh pelosok Nusantara. Permasalahan di pedesaan 

dan perkotaan juga masih berkutat pada pembangunan dan penyediaan layanan dasar 

masyarakat (pendidikan dan kesehatan yang berkualitas). Permasalahan-permasalahan klasik 

yang masih dihadapi masyarakat juga harus segera diselesaikan. Bukan lagi waktunya petani 

mengkhawatirkan lahan, bibit, dan teknologi pertanian, namun sudah saatnya petani khawatir hasil 

olahan taninya yang sudah melalui penambahan nilai diekspor ke negara mana atau diterima di 

gerai modern apa. DPR harus segera mendorong industrialisasi pertanian dan meningkatkan 

kesejahteraan petani melalui UU strategis dan terus melakukan kontrol terhadap kebijakan-

kebijakan pemerintah yang selama ini masih bersifat parsial dan tidak menyeluruh. Hal ini juga 

menjadi permasalahan dalam tidak sampainya informasi mengenai MEA kepada masyarakat 

dengan baik.   

 

IV. SARAN/REKOMENDASI 

 

1) Berdasarkan kunjungan kerja pertama ini, kami merekomendasikan agar pada 

periode baru Wakil Rakyat dan Presiden Rakyat keseriusan dan keberpihakan terhadap 

rakyat (melalui pembangunan infrastruktur, penyaluran dana desa, alih teknologi masuk 
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desa, dan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkualitas yang merata) 

menjadi prioritas untuk menyelesaikan masalah rakyat. 

2) Sebagai partai pendukung pemerintah, ada keharusan bagi kami untuk 

meneruskan aspirasi rakyat kepada pemangku kebijakan (dalam hal ini Badan Pertanahan 

Nasional). Banyaknya masalah pertanian dan pertanahan di Kabupaten Deli Serdang 

dapat kita lihat sebagai cermin masalah nasional yang tak kunjung terselesaikan sejak 

zaman penjajahan. 

3) Untuk kebijakan eksekutif yang sudah diambil pada awal masa tugas ini, 

masyarakat perkotaan mempertanyakan dan ingin memastikan pengalihan subsidi BBM ke 

arah yang tepat. Sedangkan pada masyarakat pedesaan, kebijakan Kartu Sakti Jokowi 

menjadi pertanyaan mengenai siapa yang berhak dan tidak, perlunya sosialisasi pra-syarat 

penerima kartu tersebut dan pendataan ulang dapat menjadi rekomendasi terhadap 

pemerintah. 

4) Optimisme rakyat terhadap perubahan dan kemajuan bangsa menjadi modal besar 

untuk membuktikan kinerja terbaik. Untuk itu, rekomendasi ini juga ditujukan kepada 

Anggota yang berada di Komisi II, IV, V, IX, dan X dimana pengawasan dan perbaikan 

pada sektor infrastruktur, pertanian, pengembangan desa, pertanahan, pendidikan, dan 

kesehatan. Pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah Nusantara sangat 

penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan persaingan dengan dunia 

internasional di kemudian hari. 

 

V. PENUTUP 

 

 Demikian laporan ini kami sampaikan, besar harapan untuk dapat terus menjadi 

penyambung lidah rakyat. Perwakilan yang terus diawasi oleh rakyat dan didukung oleh rakyat 

adalah sebenar-benar perwakilan. Aspirasi rakyat untuk mendapatkan pemerataan pembangunan 

dan perhatian lebih dari negara menjadi tanggung jawab bersama. Kesiapan menghadapi 

persaingan di dunia internasional yang semakin terbuka menjadi suatu kewajiban kita semua. 

Kehampaan aktivitas yang terjadi di DPR beberapa bulan terakhir menjadi pelajaran bagi kita 

semua untuk dapat lebih menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

kelompok dan ambisi pribadi. Pertemuan-pertemuan yang dilangsungkan sedikit banyak 

mempertanyakan egoisme perseteruan di lembaga perwakilan tertinggi di negara ini. Kanalisasi 

informasi lintas komisi untuk penindaklajutan dari aspirasi yang telah diserap merupakan hal yang 

sangat penting untuk diperjuangkan agar dapat ditindaklanjuti pada masa sidang. 

 

Jakarta, 23 Desember 2014 
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Prananda Surya Paloh 

Anggota DPR-RI A-03 

 

LAMPIRAN 

KABUPATEN DELI SERDANG 

 

Foto 11. Kedatangan di Desa Rumah Pil-pil, Kecamatan Sibolangit didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Wilson 
Kuzu Tarigan 
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Foto 12. Berdiskusi dengan masyarakat Desa Pil-pil secara Adat Karo dengan berkumpul bersama dan duduk di atas tikar 

 

 

Foto 13. Pertanyaan dan pernyataan dari salah satu petani yang menginginkan adanya pembangunan irigasi yang memadai 
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Foto 14. Menyerahkan bantuan semen dan pasir untuk perbaikan pengairan di Desa Pil-pil 

 

 

 

Foto 15. Berfoto bersama Camat Sibolangit dan masyarakat di area pemeliharaan jalan yang rusak 
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Foto 16. Melakukan diskusi dengan masyarakat Desa Bandar Baru mengenai pertanian dan kesejahteraan 

 

 

Foto 17. Menebar pupuk untuk kesuburan lahan kopi milik masyarakat 
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Foto 18. Berfoto bersama para petani kopi dan penyerahan pupuk secara simbolis 

 

 

Foto 19. Menebar pupuk di lahan sewaan seorang ibu buruh tani kopi yang berjuang meraih kesejahteraan yang lebih baik 
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Foto 20. Berpamitan dengan masyarakat Desa Bukum 

 

 

Foto 21. Penyerapan aspirasi bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di Kecamatan Sibiru-biru 

 



Laporan Pertanggung jawaban Politik Tahun 2014 - Prananda Surya Paloh 

 

32 | P a g e  

 

Foto 22. Berfoto bersama beberapa sahabat Tim Pemenangan Desa Sido Mulyo dan Desa Bandar Sandi Rejo 

 

 

Foto 23. Berfoto bersama salah seorang Tokoh Masyarakat Karo Kecamatan Sibiru-biru 
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Foto 24. Berdiskusi mengenai pembangunan lapangan serba guna untuk dipergunakan masyarakat Kecamatan Sibiru-biru 

 

Foto 25. Menyerahkan bantuan pembangunan lapangan serba guna 
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Foto 26. Berdiskusi dengan salah seorang Tokoh Masyarakat Kecamatan Sibiru-biru yang menyarankan pentingnya efek jera 
terhadap koruptor 

 

 

Foto 27. Ketimpangan pembangunan yang sangat menyedihkan, areal ini hanya berjarak 1 jam perjalan dari Kota Medan (Desa 
Sidodadi) 
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Foto 28. Menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sibiru-biru 

 

KOTAMADYA MEDAN 

 

Foto 29. Bertemu kangen dengan seorang adik yang sangat luar biasa, Albar 
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Foto 30.Menerima Ibu Mita Simbolon, seorang Tokoh Perempuan yang sangat gigih berjuang 

 

 

 

Foto 31.Berdiskusi dengan mahasiswa di Hotel Menara Lexus Medan 
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Foto 32. Pertanyaan kritis selalu keluar dari pikiran jernih para mahasiswa, mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi MEA 

 

 

 

Foto 33. Berfoto bersama para mahasiswa 
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Foto 34. Menerima komunitas Turun Tangan Medan yang dengan bangga turut berpartisipasi dalam dunia politik 

 

 

 

Foto 35. Berkunjung ke Stasiun Televisi kebanggaan Indonesia, TVRI SUMUT, diterima dengan baik oleh Ibu Kepala Stasiun 
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Foto 36. Mencoba meringankan sedikit beban keluarga Alm. Ruslin Nasution, seorang sosok bersahaja Ketua Ranting NasDem Kel. 
Tembung, Kec. Medan Tembung 

 

 

Foto 37. Berdiskusi ringan dengan Sekretaris DPW NasDem SUMUT, Bang Iskandar ST 
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Foto 38. Sejenak mengunjungi rumah duka Kader Nasdem yang telah pergi kembali ke Rahmatullah 

 

 

Foto 39. Acara sosialisasi bersama Tokoh Masyarakat 
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VI. Catatan Penting tahun 2014 ; Membuat Pedoman Kerja Manajemen 
 

 Sementara dalam kevakuman kegiatan politik di DPR, saat yang tepat untuk melakukan konsolidasi internal dan pembuatan Protap. Untuk itu 

team PSP telah melakukannya dan menjadikan ini sebagai sebuah prosedur tetap atau pedoman kerja manajemen dalam mendukung kinerja politik 

dan sosial dari PSP.  

Pedoman Kerja Manajemen ini dibuat dalam sebuah tabel sebagai berikut: 

PEDOMAN KERJA MANAJEMEN 

Pekerjaan Alur Kerja Keterangan 

 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

Rapat 
Komisi/Badan/

Paripurna 

Nama Bagian RR Komisi I 
Nusantara II 

Kantor PSP  
Nusantara I 

Kantor PSP  
Nusantara I 

 RR tergantung agenda yang diajukan  

Input/Proses Bahan rapat 
dibagikan – Dampingi 
PSP – beri info jika 
diminta  

Semua Bahan Rapat 
dikumpulkan -  Scan PDF 

Materi di evaluasi dan 
analisis untuk 
keperluan rapat 
berikutnya 

 RR Paripurna di Nusantara II, RR BKSAP di 
Nusantara III Lantai 7 

Proses/Output Risalah Rapat  Arsip PDF DropBox Simpan PDF  Dropbox  Komisi I: Mas Jaka, 0811189233. BKSAP: 
No Name, 08111996556 

Pengambilan 
DOP 

Nama Bagian Pengambilan terkait 
honor rapat, dana 
reses & dapil, dan 
perjalanan dinas 

Kantor PSP Nusantara I Kantor PSP Nusantara I  DOP MPR diambil di Sekre Fraksi 
dan/atau Nusantara III lantai 6 

Input/Proses DOP diambil Pembuatan Surat Kuasa Tanda Tangan DOP dan 
Surat Kuasa 

Mempersiapkan 
fotocopy KTP 
Pemberi dan 
Penerima Kuasa 

DOP DPR diambil di Setjen lantai 1, ruang 
1 dan 2 

Proses/Output    DOP siap dicairkan Sekre Fraksi NasDem MPR: Mas Fahmi, 
081315595932 

Pencairan DOP Nama Bagian MPR Nusantara III 
lantai 6, DPR Setjen 
lantai 1 

MPR Nusantara III lantai 
6, DPR Setjen lantai 1 

Kantor PSP Nusantara I Whatsapp group, 
OK Fachru & PSP 

 

Input/Proses DOP, Surat Kuasa dan Tanda tangan dan Nomor Menerima dana Foto lembar kuning  
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Fotocopy KTP Telepon pada lembar 
hijau DOP 

dengan nominal 
uang  

Proses/Output      

Pengajuan 
Reses 

Nama Bagian Kantor PSP Nusantara 
I 

Kantor PSP Nusantara I Setjen DPR lantai 1 
(perjalanan) 

Kantor PSP 
Nusantara I & PSP 
Center Medan 

Setjen DPR (perjalanan): Tyo, 
081317750632 

Input/Proses Rapat penentuan 
tanggal dan Kegiatan 
di Dapil 

Surat pemberitahuan 
matriks kegiatan Reses 

Penyerahan surat 
pemberitahuan dan 
pengajuan TA 

Rapat fiksasi 
kegiatan & agenda 
Reses Dapil  

PSP Center Medan: Gandi, 
085261684114 

Proses/Output Agenda, Anggaran & 
Matriks 

Arsip Surat PSP Penyebaran agenda 
Dapil (internal) 

Agenda, Anggaran 
& Matriks Final 

Dropbox Uploaded 

Pelaporan 
Reses 

Nama Bagian PSP Center Medan Kantor PSP Nusantara I Setjen DPR lantai 1 dan 
Sekre Fraksi (DPR) 

Kantor PSP 
Nusantara I 

Sekre Fraksi NasDem DPR: Kasdi, 
08128913281 

Input/Proses Pelaksanaan Agenda 
Reses Dapil 

Pembuatan Laporan 
Reses 

Cap Pemda Setempat 
pada Surat Tugas 

Evaluasi  

Proses/Output Data Reses Dapil Laporan Reses Fraksi 
Nasdem 

Laporan SPPD  Laporan Internal Dropbox Uploaded 

Dengar 
Pendapat MPR 

Nama Bagian Sekre Fraksi NasDem 
MPR 

Gudang MPR PSP Center Medan Kantor PSP 
Nusantara I 

Sekre Fraksi NasDem MPR: Mas Fahmi, 
081315595932 

Input/Proses Pengambilan DOP Pengambilan bahan 
sosialisasi 

Pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi 

Evaluasi Dengar 
Pendapat 

Kegiatan Dengar Pendapat bersamaan 
dengan Reses DPR 

Proses/Output DOP cair (lihat 
pencairan DOP) 

Pengiriman bahan 
sosialisasi 

Laporan Sosialiasi MPR Pelaporan kepada 
Sekre MPR dan 
Honor MPR 

Tokoh 
Masyarakat 

MPR 

Nama Bagian Kantor PSP Nusantara 
I 

Bag. Persidangan 
Nusantara III lantai 7 

Bag. Perjalanan 
Nusantara III lantai 6 

Nusantara III lantai 
6 

Pelaporan Tokoh Masyarakat sama 
dengan Dengar Pendapat 

Input/Proses Menerima surat 
pemberitahuan dari 
MPR 

Mengajukan surat 
pengajuan (matriks reses) 

Menyerahkan surat 
pengajuan + matriks 

Pencairan DOP 

Proses/Output Membuat surat 
pengajuan sosialisai 
Tokoh Masy (5 lbr) 

Ditandatangi & copy 5 lbr Diberikan DOP 
perjalanan dan kegiatan 

Dana dan 
pelaksanaan  

Sekre Fraksi NasDem MPR: Mas Fahmi, 
081315595932 

Undangan Nama Bagian Kantor PSP Nusantara 
I 

Kantor PSP Nusantara I    

Input/Proses Menerima undangan Upload whatsapp (cc: OK)    

Proses/Output Foto undangan Penjadwalan agenda PSP    

Tabel 1 - Pedoman Kerja Manajemen
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VII. Kesimpulan 2014 dan Harapan 2015 
 

Kesimpulan yang dapat diambil pada 2014 adalah; 

1. Ketidak efektifan Parlemen dalam mengemban misi dan visinya masing masing serta bekerja sesuai 

tanggung jawab konstitusionalnya.  

2. Diiringi dengan mencairnya deadlock, masih ada yang bisa dikerjakan yaitu adoption process atau 

proses mengadopsi aspirasi masyarakat serta begitu juga mitra kerja Komisi I. Kemudian tugas 

untuk sosialisasi yang diamanatkan konstitusi tentang prinsip berbangsa dan bernegara.  

3. Tugas perubahan sangat berat sehingga membutuhkan kerja keras dan cerdas, untuk itu diperlukan 

kemampuan out of the box untuk memecah kondisi lama dan menanamkan sistem baru.  

4. Disimpulkan juga bahwa tantangan global sangat membutuhkan penyikapan dan persiapan yang 

matang dan cepat. Mulai dari tantangan ekonomi sampai keamanan menunggu untuk disikapi 

secara holistik, arif dan bijaksana.  

 

Harapan 2015 

1. Harapan dapat memenuhi janji politik kepada konstituen dan lebih dari itu, mewujudkan apa yang 

menjadi keinginan konstituen dipanggung parlemen, bekerja sama dengan rekan satu fraksi atau 

komisi yang terkait.  

2. Harapan ada pada kerja cepat DPR dalam menyiapkan berbagai peraturan, anggaran dan undang 

undang yang diperlukan oleh Pemerintah dalam bekerja.  

3. Harapan bahwa semua pihak, terutama Nasdem tidak mempunyai skandal yang dapat menurunkan 

kepercayaan publik. Untuk itu kontrol sosial sangat diperlukan, termasuk bimbingan Partai menjadi 

vital. Untuk terus mengingatkan para kader Nasional, Regional maupun Lokal agar senantiasa 

mengingat tujuan utama perjuangan Partai di politik.  

4. Memperluas pergaulan Internasional dan mengambil peran aktif dalam perkuatan kepentingan 

nasional.  

 

Untuk tanggapan serta komunikasi lebih jauh dan erat saya membuka beberapa saluran komunikasi, 

silahkan berkunjung dan berkomunikasi dengan saya; 

 Email di PSPDPR@gmail.com  

 TWITTER di @Pranandapaloh  

 Facebook di www.facebook.com/PranandaOfficial   

 Website di  http://Pranandapaloh.info  

 

Terimakasih atas perhatiannya dan dengan ucapan Alhamdulillah saya menutup laporan pertanggung 

jawaban ini.  

 

Wassallamuallaikum warramatullahiwabarakatuh 

 

mailto:PSPDPR@gmail.com
http://www.facebook.com/PranandaOfficial
http://pranandapaloh.info/
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VIII. Lampiran 

a. Materi RDPU  

Berikut ini adalah paparan dari keempat pakar tersebut; 
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b. Materi  Rapat BKSAP Myanmar  
Berikut ini merupakan bahan rapat antara BKSAP dengan delegasi parlemen Myanmar; 
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c. Materi Rapat Komisi I Spanyol 
Berikut ini adalah poin-poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut; 
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d. Materi Komisi I – China  

Berikut ini adalah pointers kerjasama antara kedua negara dalam rapat tersebut; 
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e. Materi  Kunker Komisi Penyiaran 
Berikut ini adalah draft usulan KPI terkait UU Penyiaran 
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